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ABSTRAK  
Korupsi bukan saja bermakna merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara kuantitatif, 
korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak konstitusionalitas warga Negara untuk mendapatkan 
pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Korupsi merupakan 
perbuatan yang merongrong ideologi bangsa sebagai landasan dan arah keberlangsungan peradaban bangsa. 
Korupsi merupakan perbuatan yang dapat disejajarkan dengan bughot (pemberontakan) terhadap sendi-sendi 
keteraturan Negara hukum. Putusan hakim perkara korupsi merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat 
untuk mewujudkan tujuan luhur dalam pembentukan Negara. Putusan hakim perkara korupsi menjadi risalah 
sejarah dalam membangun peradaban umat manusia untuk hidup sejahtera, tertib, cerdas, dan adil secara utuh. 
Hukum yang baik (bersumber dari nilai moralitas) dan hukum yang benar (bersumber dari nilai konstitusionalitas), 
harus dan wajib menjadi paradigm dalam membangun grand design hukum yang dapat mencegah dan 
memberantas korupsi di Indonesia. Paradigma desain putusan hakim perkara korupsi di Indonesia harus simetris 
dengan konsep Negara hukum yang sebenarnya. Putusan hakim perkara korupsi hakekatnya merupakan wujud 
Negara hukum yang mensejahterahkan rakyatnya. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum 
yang adil sebagai wujud ketertiban dan keteraturan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Putusan 
hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil mempunyai kekuatan sebagai alat centripetal dan 
centrifugal dalam mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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I. LATAR BELAKANG  
Putusan hakim menjadi dasar dari bangunan supremasi hukum secara determinatif. Posisi strategis dari 
hakim menuntut kesempurnaan dan keistimewaan derajat, harkat, martabat, kehormatan serta integritasnya sebagai 
manusia luar biasa. Hakim sebagai mahkluk istimewa yang mewakili Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan 
keadilan.  Hakim menjadi raja dari istana peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan.  
R. Dworkin, menyatakan “judges are its princes of law’s empire”.  J.P Dawson, menyatakan “hakim 
merupakan anggota masyarakat setempat yang terkemuka dan terhormat”. J.R. Spencer menyebutkan, “putusan 
yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti “Putusan Tuhan” atau “the judgment was that of God”. Roeslan 
Saleh pernah menyebut bahwa “kerja hakim merupakan pergulatan melawan kemanusiaan”. Charles Himawan 
mengatakan bahwa “putusan pengadilan merupakan legal lights house atau mercusuar hukum bagi para pelaku 
ekonomi”. (Adi Sulistiyono, 2010). 
Keistimewaan hakim memunculkan persoalan dan harapan tentang kualifikasi manusia seperti apa yang layak 
menyandang status dan kedudukan sebagai Wakil Tuhan (Wildan Suyuthi Mustofa. 2013: 219-285) di dunia ini. Adi 
(Wildan Suyuthi Mustofa. 2013: 164) mengatakan:  
”Untuk mendapatkan suatu keputusan yang berkualitas dan mencerminkan keadilan, hakim harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
1. Cerdas, kreatif, aktif, profesional dan mempunyai visi. 
2. Hakim harus memutus berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana. 
3. Menguasai dan mempunyai wawasan perkembangan ilmu hukum. 
4. Hakim tidak boleh membawa logika hukum terlalu jauh sehingga menjadi tawanan undang-undang. 
5. Hakim harus memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 
6. Hakim tidak sekedar memeriksa masalah yang dihadapi, tapi juga berkewajiban untuk mengetahui keadaan 
sekitar masalah yang bersangkutan. 
7. Hakim dalam memutus harus secara proporsional memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan 
kemanfataan”. 
 
Hakim harus bisa menjadi manusia yang benar-benar sempurna dan selalu mencerminkan perilaku etis 
(Pasal 5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009). Etika harus dan wajib dipandang sebagai nilai-nilai kemanusiaan secara 
Ilahiah yang dimiliki hakim. Etika harus dan wajib dipandang sebagai dasar menjaga harkat, martabat, kehormatan 
dan integritas hakim. Etika tidak harus dan tidak wajib ditempatkan sebagai tata tertib bagi hakim yang bersifat 
administratif. Manusia yang menjadi hakim harus menanggalkan semua sifat dan karakter (Pasal 5 ayat (2) UU No. 
48 Tahun 2009) yang menyebabkan ketidaksempurnaannya.  Hakim bukan saja pilar utama bagi tegaknya peradilan, 
tetapi hakim adalah muara dan puncak keutamaan (Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. 2010: 34) dari 
peradilan itu sendiri dibandingkan dengan hukum yang menjadi dasar tegaknya peradilan. Hakim harus memiliki 
kecerdasan akal yang tinggi dan kecerdasan akhlak (kejujuran) yang tinggi diatas manusia lain yang tidak menjadi 
hakim. 
   Hakim adalah pejabat negara (Pasal 19 UU No. 48 tahun 2009) yang menyelenggarakan kekuasaan 
kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan.  Sebagai pejabat negara melekat kepadanya segala hak (Pasal 48 
ayat (1) UU No. 48 tahun 2009) dan kewajiban yang ”istimewa” dibandingkan dengan pegawai negeri sipil  (PNS)  
atau aparatur sipil negara (ASN). Hakim sebagai pejabat negara yang istimewa oleh karena 
mempertanggungjawabkan semua putusannya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 
Tahun 2009). Hakim sebagai pejabat negara harus dan wajib membuat putusannya sesuai dengan ideologi (Pasal 2 
ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009) dan konstitusi negara. 
Keadilan tidak memandang derajat (Dalam sebuah riwayat hadits Rasulullah dikisahkan “seandainya Fatimah 
putrid Muhammad mencuri pasti saya potong tangannya” ), kasta, suku, ras, agama, golongan, politik, budaya. 
Keadilan justru menjadi pondasi tegaknya derajat, kasta, suku, ras, agama, golongan, politik, budaya.  Hakim yang 
memiliki sifat-sifat Ilahiah adalah manusia-manusia istimewa yang selalu mendasarkan setiap putusannya pada 
nilai-nilai Ilahiah. Tuhan (Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, 
maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, 
karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah (QS.38:26) sudah memberikan arahan dasar bagi manusia 
istimewa yang menjadi hakim dengan selalu menjaga nuraninya.  
 Tradisi common law system, menempatkan hakim dalam proses persidangan dalam pengadilan bersifat 
afirmatif (Sistem afirmatif dikenal dalam model sistem peradilan crime control model (CCM). Model ini 
memberikan penekanan pada pencapaian keadilan substansiil. Hukum positif ditempatkan penggunaannya pada 
awal (premium remmidium) setelah proses pengumpulan alat bukti sudah cukup untuk menentukan dan 
membuktikan kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana menurut hukum yang berlaku (presumption of guilt). 
Konsep ini dibenarkan karena dengan semua alat bukti yang dikumpulkan secara diam-diam (informal) tersebut sulit 
terbantahkan oleh pelaku tindak pidana. Proses persidangan oleh hakim merupakan proses untuk melakukan 
klarifikasi terhadap semua alat bukti yang diperoleh secara informal tersebut kepada pelaku tindak pidana. Model 
peradilan ini memberikan beban pembuktian kepada pelaku tindak pidana (pembuktian terbalik) atas semua alat 
bukti yang diperoleh secara informal oleh penegak hukum. Model CCM mensyaratkan penegak hukum harus 
manusia yang istimewa dengan sifat-sifat Ilahiah yang istimewa pula. Integritas moral, integritas intelektual, dan 
integritas sosial menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh penegak hukum dalam model CCM) untuk 
menentukan dan mengkualifikasi derajat perbuatan yang menjadi dasar bekerjanya hukum positif. Sistem peradilan 
yang demikian sering disebut sebagai sistem peradilan yang bersifat positif, karena semua alat bukti yang diperoleh 
secara informal dianggap memiliki derajat kebenaran tertinggi, dan dijadikan dasar hakim untuk menentukan 
substansi putusannya. Model peradilan common law system ini sebenarnya relatif tepat dipergunakan dalam perkara 
korupsi di Indonesia (Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP lebih berorientasi 
mengutamakan prosedural, dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Tradisi common law system memandang 
prosedur sebagai alat dan media untuk mencapai keadilan substansiil dengan asas cepat (speedy) dan tuntas 
(finality). Asas cepat dan tuntas sebenarnya merupakan gambaran dari makna kepastian hukum yang adil), karena 
lebih bisa menjamin kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi. 
Tradisi civil law system menekankan pada pencapaian keadilan prosedural menjadi standar untuk menentukan 
kesalahan pelaku (Pelaku tidak dapat dinyatakan sebagai bersalah sebelum ada putusan hakim yang tetap. Hukum 
positif hanya digunakan diakhir proses peradilan (presumption of innocent). Alat bukti yang diperoleh dalam proses 
peradilan harus diuji kebenarannya dalam persidangan oleh hakim (bersifat negatif) tindak pidana bagi hakim dalam 
putusannya. Proses peradilan bersifat negatif (Alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dan jaksa harus dan wajib 
diuji kebenarannya dalam persidangan. Pikiran yang demikian kontradiktif, karena penyidik dan penuntut umum 
sudah menyimpulkan dengan 2 alat bukti minimal seseorang telah disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, 
tetapi kebenaran alat bukti yang menjadi dasar sangkaan dan dakwaan masih harus diuji kebenarannya dalam 
persidangan. Kepastian hukum juga tidak terpenuhi dalam kerangka pikir hukum yang demikian. Model peradilan 
negatif yang menekankan kepastian hukum menjadi tujuan utamanya justru tidak dapat dijamin dengan sistem 
peradilan yang bersifat negatif) karena menguji kebenaran alat bukti yang diperoleh secara formal. Prosedur 
(Hukum prosedur menjadi pilihan utama untuk menjaga penegak hukum dari tindak diluar hukum positif. Model 
peradilan ini sering disebut dengan Due Process Model (DPM). Dalam model DPM penegak bersifat pasif, karena 
dibatasi oleh prosedur hukum positif. Model DPM tidak mensyaratkan penegak hukum dengan integritas tinggi, 
karena dalam model DPM ini meyakini penagak hukum adalah manusia biasa bukan manusia istimewa. KUHAP 
yang diterapkan di Indonesia yang juga menjadi dasar normatif proses peradilan perkara korupsi mengadopsi prinsip 
DPM ini. Korupsi dipandang sebagai kejahatan biasa sehingga cukup dilakukan dengan proses yang biasa dengan 
penegak hukum yang biasa) menjadi standar pelaksanaan proses pencapaian kebenaran dan keadilan.    Konsep 
putusan hakim dalam kajian doktriner lebih dipandang sebagai fenomena (Fenomena hukum yang dimaksud adalah 
kebenaran dan keadilan dalam hukum yang didasarkan pada yang terlihat dan benar secara rasional prosedural 
sebagaimana ketentuan dalam hukum positif (kepastian hukum) hukum dalam tradisi sistem hukum civil law dan 
dipandang sebagai nomena (Nomena hukum yang dimaksud adalah kebenaran dan keadilan dalam hukum yang 
didasarkan pada makna-makna dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, baik secara individual maupun 
komunal (keadilan substantif) hukum dalam tradisi sistem hukum  common law. 
 Putusan hakim bukan sekedar pernyataan hakim (Pasal 1 butir 11 KUHAP) tanpa makna, tetapi putusan 
hakim adalah  jaminan kepastian hukum terhadap ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang disebabkan oleh 
peristiwa hukum tertentu. Putusan hakim juga bukan hanya sekedar serangkaian tulisan  (Ali Mukti Arto. 2011: 251) 
sebagai hasil proses persidangan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan di pengadilan. 
 Putusan hakim merupakan hasil dari proses hukum di pengadilan, yang merupakan kesimpulan (Damang 
A. Al-Khawarizmi, 2011) dari pembuktian dengan pertimbangan hukum dan alasan yang kuat, dalam rangka 
mengakhiri suatu perkara untuk menjamin kepastian hukum yang adil.  
Kompleksitas manusia mempunyai kecenderungan untuk teratur dan tidak teratur. Hukum dibuat dan 
ditemukan untuk memastikan ketertiban dan keteraturan (Soerjono Soekanto. 1983: 168) hidup manusia.     
Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, 
yaitu : 
“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, 
bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus 
dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah 
dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah” (Satjipto Raharjo. 2006: 85). 
Kepastian hukum memberikan makna bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia 
dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian menegasikan keadilan 
karena kepastian dimaksudkan untuk keteraturan.  
Jan M. Otto, menyatakan bahwa “kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai 
berikut : 
 
1)   Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accesible),  diterbitkan oleh 
atau diakui karena (kekuasaan) negara; 
2)    Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga 
tunduk dan taat terhadapya; 
3)    Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara  menyetujui muatan isi dan 
karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 
4)   Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) 
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa 
hukum yang dibawa kehadapan mereka; 
5)    Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan”.(Soeryono Soekanto, 1983: 186). 
Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang 
berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian 
hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, 
mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak 
menyamaratakan”. (Sudikno Mertokusumo. 2007: 160). 
Van Apeldoorn, menyatakan “terdapat dua hal  mengenai kepastian hukum :  
1.  kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret,  
2.  kepastian hukum berarti perlindungan hukum”.( Peter M Marzuki. 2006: 59-60). 
Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) harus mampu menjamin bahwa hukum yang ada harus bisa 
menyelesaikan masalah-masalah konkrit yang ada dalam masyarakat. Putusan hakim merupakan hukum yang 
konkrit dan mengikat, apabila tidak dapat menyelesaikan masalah tertentu (korupsi), maka putusan hakim yang 
demikian tidak memenuhi kepastian hukum.  
Bagir Manan, menyatakan “agar mampu menciptakan kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus 
memenuhi syarat formal:  
1. jelas dalam perumusannya (unambiguous),  
2. konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ekstern,  
3. tepat dan mudah dimengerti penggunaan bahasanya”.(Bagir Manan. 1994: 6). 
Maria Farida Indrati, menyatakan bahwa “aspek yang mampu menciptakan kepastian hukum, yaitu: 
1.  Peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya harus dirumuskan secara jelas dan teliti, 
sehingga masyarakat mengetahui apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, dan  
2.  Peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh diubah tanpa mempertimbangakan kepentingan pihak 
yang dituju (masyarakat) serta ketentuan peralihan memadai”. (Maria Farida Indrati. 2007: 258). 
Kepastian hukum dalam putusan hakim, mempunyai makna bahwa putusan hakim merupakan hukum yang 
konkrit dan mengikat harus dirumuskan dengan jelas dan teliti sehingga masyarakat mengetahui apa isinya. Putusan 
hakim yang sudah dibuat tidak boleh diubah tanpa pertimbangan kepentingan masyarakat.   
Satjipto Raharjo, menyatakan “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan 
perundang-undangan. Oleh sebab itu,”begitu datang hukum, maka datanglah kepastian”. ( Satjipto Raharjo, 2008: 
77).  
Sudikno menyatakan bahwa “jika kata kepastian digabung dengan hukum berarti perangkat hukum suatu negara 
yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum merupakan unsur  yang harus 
diperhatikan dalam menegakan hukum, sebab merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-
wenang”(Sudikno Mertokusumo. 1999: 145).  
Putusan hakim adalah wujud lain dari hukum negara, sehingga putusan hakim harus mampu menjamin hak dan 
kewajiban warga negara dari tindakan sewenang-wenang pihak manapun.   
“Aliran filsafat positivisme menyatakan kepastian hukum bermula atau berasal dari ketentuan hukum  
“Pandangan yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu penafsiran dan argumentasi 
hukum harus dibangun berdasarkan ketentuan hukum bukan atas dasar lainnya. Apabila hakim dalam menangani 
suatu perkara menerima argumentasi yang dibangun diluar ketentuan hukum kemudian menjadikannya sebagai 
bahan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum”.( Peter M Marzuki. 
2006: 61). 
Putusan hakim apabila mengikuti alur pikir kepastian hukum maka susbtansi putusan hakim tidak boleh 
mempertimbangkan nilai-nilai diluar peraturan perundang-undangan.  
filsafat positivisme menyatakan bahwa sesuatu yang diutamakan hanyalah yang bersifat jelas dan pasti (positif) 
karena hal tersebut yang dapat dijadikan ukuran kebenaran”( Harun Hadiwijaya. 1980: 105).  
 “Hukum berfungsi membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara 
kepastian hukum” (Sudikno Mertokusumo.2011: 15). 
Fungsi utama putusan hakim adalah menjaga kepastian undang-undang dapat diterapkan dalam masalah-
masalah yang terjadi di masyarakat. 
Konsep kepastian hukum dapat dirumuskan sebagai berikut : 
a. Sesuatu yang bersifat pasti, tertentu, ketentuan, jelas, jernih, teliti, konsisten, mudah diperoleh, mudah 
dilaksanakan, tidak boleh diubah, putusan peradilan konkrit dilakukan, jaminan hukum dan putusan dijalankan, 
tidak multi tafsir, tidak kontradiktif, dapat dilaksanakan,  perumusannya mudah dimengerti, tidak boleh diubah.   
b. Sesuai dengan hukum positif, peraturan perundang-undangan, tunduk dan taat pada aturan, perlindungan hukum, 
hukum negara yang menjamin hak dan kewajiban.  
                 
II. PERMASALAHAN  
Dari paparan tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah : 
Bagaimana paradigma konstruksi hukum yang baik dan hukum  yang benar dalam putusan hakim perkara korupsi di 
Indonesia? 
 
III. METODE PENELITIAN 
Kajian ini mencoba menemukan makna dan konsep hukum yang baik dan hukum yang benar yang seharusnya 
ada dalam substansi putusan hakim perkara korupsi di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan 
untuk mengkaji tentang justifikasi kualifikasi dan konstruksi hukum yang baik dan hukum yang benar dalam 
putusan hakim perkara korupsi, apakah substansinya sudah selaras/sesuai atau tidak sesuai dengan moralitas 
ideologi hukum (idiil) dan moralitas tujuan negara. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengkaji tentang 
kualifikasi hukum yang baik dan hukum yang benar dalam putusan hakim perkara korupsi. Pendekatan filsafati 
dimaksudkan untuk menemukan hakekat hukum yang baik dan hukum yang benar dalam  putusan hakim perkara 
korupsi dalam mewujudkan tujuan negara hukum Indonesia, secara mendasar, mendalam dan menyeluruh. 
Pendekatan  kasus dalam putusan hakim perkara korupsi yang dikaji untuk menemukan kualifikasi hukum yang baik 
dan hukum yang benar, oleh karena putusan hakim merupakan hukum yang sebenarnya karena langsung mengikat 
dan konkrit. 
  
IV.  PEMBAHASAN 
1. Hakim dan Kepastian Hukum yang Adil 
Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil adalah putusan hakim yang bersifat pasti, tertentu, 
jelas, jernih, konsisten, mudah diperoleh, mudah dilaksanakan, tidak boleh diubah, konkrit dilakukan, tidak multi 
tafsir, tidak kontradiktif, perumusannya mudah dimengerti, yang menjamin hak dan kewajiban yang tidak memihak, 
menjamin keseimbangan hak dan kewajiban, persamaan, mengandung keselarasan, kebenaran, kejujuran, moralitas, 
kepatutan, kebajikan sosial, kebahagiaan, kebaikan, integritas, tidak sewenang-wenang, penghormatan 
kemajemukan, keteraturan, yang bersumber dari hukum tertulis dan nilai-nilai diluar undang-undang, serta 
kristalisasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 
Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil memiliki unsur-unsur sebagai 
berikut:  
 
a. Bersumber pada Pasal 1 (3), 24 (2), 27 (2), 28 D (1) UUD NRI tahun 1945; Pasal 5, 50, 53, Undang Undang No. 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;  Pasal 197 KUHAP. 
b. Bersumber dari ideologi bangsa, nilai-nilai diluar undang-undang, serta kristalisasi nilai-nilai keadilan yang 
hidup di  masyarakat. 
 Hakim harus dianggap tahu hukum (Satjiptp Rahardjo, 2006: 91) (ius curia novit) yang adil yang menjamin 
kepastian hukum yang adil. Hakim wajib dan harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan 
yang hidup di masyarakat (Pasal 45,50,53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kepastian 
hukum dalam proses penegakan hukum dan keadilan di peradilan oleh hakim, merupakan risalah sejarah 
panjang pengalaman manusia dalam membentuk peradabannya. 
Oliver Wendell Holmes Jr menyatakan bahwa: ….”the life of the law has not been logic; it is has been 
experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public 
policy avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow…the law embodies the 
story of a nation’s development through many centuries, and it can be dealt with as if it contained only the 
axioms and corollaries of a book of mathematic”. (Komisi yudisial, 2011: 8). 
  
Hakim tugasnya harus memastikan bahwa hukum adalah nilai-nilai moralitas tentang keadilan yang merupakan 
sejarah panjang pengalaman manusia dalam membentuk peradabannya. Hakim menempatkan dirinya bukan sebagai 
manusia biasa tetapi manusia istimewa (Satjipto Raharjo,2003: 225), yang mempunyai tugas utama menemukan 
keadilan dengan selalu berpedoman pada nuraninya dan nurani moralitas masyarakatnya. 
Makna putusan hakim yang adil harus menempatkan derajat statusnya sebagai simbol keluhuran,  harkat 
martabat, kehormatan lembaga peradilan (centripetal)—pula makna putusan hakim harus menempatkan derajat dan 
statusnya sebagai satu-satunya alat/ sarana untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat (centrifugal).     
Huijbers (Huijbers, Theo, 1999: 72) menyatakan “keadilan terkait dengan kewenangan yang sah”. Muladi. 
(Muladi, 1996: 64). menyatakan indikator hubungan hukum dan keadilan substantif terletak pada keseimbangan 
makna tujuan, wewenang, integrasi dengan moralitas komunal, kelembagaan dan sipil”.   (B.Arief Sidharta, 2006: 
7). “Keadilan   bermakna tiap orang harus bertindak sesuai kewajibannya”. 
Keadilan yang bermakna jamak (Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diiktisarkan maknanya sebagai berikut : 
adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tak memihak (impartial), sama hak (equal), layak 
(fair), wajar secara moral (equitable), benar secara moral (righteous). Dari pengertian tersebut ternyata bahwa 
pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau 
kecil sekali) juga dilekatkan dengan makna kemanfaatan dan kebahagiaan. (Bernard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak 
& Markus Y Hage. 2010: 129-130). Keadilan dalam ajaran kemanfaatan dan kebahagiaan ini juga menempatkan 
manusia sebagai pusat segala makna rasio dan rasa keadilan.  
“Keadilan merupakan eksistensi hak-hak individu, kemanfaatan aturan merupakan esensi keadilan”. WD.Ross, 
menyatakan “keadilan tidak boleh merusak perasaan diri sendiri”. John Rawl, menyatakan “kemanfataan merupakan 
esensi keadilan yang harus menghargai individu”. Richard B. Brandt menyatakan “keadilan adalah kemanfaatan dan 
kesetaraan”. (Eric Rakowski. 1993:3) Rescher menyatakan “keadilan adalah kemanfataan kesetaraan distribusi 
ekonomi”, Karen Lebagz menyatakan “tidak ada teori tunggal tentang keadilan yang ada hanya cara tunggal dalam 
menemukan keadilan”. ( Menurut John Stuart Mill, “keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang di dukung 
masyarakat yang mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin 
“kemanfaatan aturan merupakan esensi keadilan”. Bentham menekankan keadilan pada tindakan yang bermanfaat 
dan membahagiakan”. John Rawl, menekankan “kemanfaatan yang merupakan esensi keadilan tidak boleh tidak 
menghargai individu”. WD.Ross, mengat akan “keadilan tidak boleh merusak perasaan kita sendiri mengenai apa 
yang benar untuk dilakukan”. Aristoteles menyatakan “keadilan memerlukan, minimal di sejumlah ranah, distribusi 
yang sesuai dengan kebajikan dan kesempurnaan moral. Maksimalisasi kebahagiaan dalam dirinya sendiri tidak 
selalu baik”. Richard B. Brandt “keadilan adalah kemanfaatan dan kesetaraan”. Rescher memberikan pendapat 
bahwa “keadilan adalah kemanfataan dalam arti yang luas, sehingga kesetaraan dan ketidaksetaraan tergantung jenis 
ekonomi, kelangkaan ekonomi hanya ada ketersediaan minimal, dalam ekonomi kecukupan kesetaraan distribusi 
memprioritaskan keadilan dalam maknanya yang luas”. Fletcher memberi penegasan bahwa corrective justice 
responds to a disturbance in this initially just distribution. The aim of corrective justice is to recreate the just 
distribution that existed prior the disturbance (keadilan korektif merespon gejolak tuntutan distribusi yang 
adil,dengan tujuan menciptakan kembali distribusi yang adil dan menghilangkan gejolak tuntutan  tersebut”). 
Sejak Plato (Frederick Gopleston. 1993: 128) menyadari bahwa “(negara) hukum sebagai alat keadilan, maka 
sejak saat itulah semua pemikir yang membicarakan hukum berarti membicarakan keadilan”. Menurut Plato 
“pemimpin itu sebagai guru dan pelayan”. Selanjutnya Plato (Ernest Baker. 1960;  56) menyatakan bahwa “keadilan 
adalah berarti setiap golongan atau kelas dalam masyarakat berbuat apa yang sesuai dengan tempat dan tugasnya, 
meskipun dengan merosotnya negara, ketidakadilan bisa muncul baik dalam negara timokrasi, oligarki, demokrasi 
maupun tirani. Gagasan Plato (Brian M.Barry, 1989 : 7) tentang keadilan didasarkan pada hierarkhi masyarakat 
menurut model keteraturan jiwa manusia, yang disebutnya sebagai keadilan moral yang bermakna keadilan 
substantif dan keadilan prosedural bermakna keadilan hukum sebagai sarana melaksanakan keadilan moral.  
Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil harus mengandung kebajikan-kebajikan (Paul 
Edwards. Ed. (1967): 301). Nilai-nilai kebajikan dalam keadilan ini merupakan pencerminan dari sifat-sifat hakim 
yang wajib dan harus dimiliki sebagai manusia istimewa yang menegakkan hukum dan keadilan di muka bumi. 
Socrates (Kaelan, 1996: 150-160) mengawali konsep keadilan, kemudian Aristoteles dilanjutkan John Rawl 
(John Rawls,1971), juga menggagas keadilan. Socrates menyatakan “keadilan merupakan kebajikan dalam 
pengetahuan, dengan menyatakan bahwa anybody will do the good things if and only if he knows what is good”. 
Hukum mengandung nilai keadilan yang baru dirasakan ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan. Hakekat hukum 
adalah perasaan manusia akan keadilan. Hukum adalah keadilan yang memanusiakan manusia. 
Richard Posner, menyatakan bahwa “hakim dalam memutuskan suatu kasus harus sesuai dengan kepentingan 
masyarakat”. Kepentingan dalam konteks keadilan harus dipandang sebagai keseimbangan hak dan kewajiban. 
Putusan hakim yang mencerminkan kepentingan keseimbangan (Werner Jaeger. 1946 : 5) hak dan kewajiban 
merupakan tidak saja menjamin keseimbangan kehidupan manusia, tetapi juga mencerminkan keluasaan sifat bajik 
yang dimiliki hakim.          
Keragaman hukum (pluralisme hukum) yang menjadi “kekayaan” sebuah bangsa harus menjadi sandaran 
untuk mengkatalisasi nilai-nilai keadilan dan kepastian untuk menjamin setiap warga negara memiliki akses 
terhadap keadilan (access to justice) sebagai jaminan hak-hak konstitusionalnya untuk hidup yang layak bagi 
kemanusiaan dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.  
Putusan hakim sebagai metode terbuka dan cair dalam merespon semua makna keadilan. Philei ten 
sophian, orang mencintai kebijaksanaan (Aristoteles dan Epikuren). (Sulistyowati Irianto. 2012: 157), putusan 
hakim substansinya mencerminkan akal budi dan penghayatan hati nurani terhadap struktur dan kenyataan 
keberadaannya memunculkan penghayatan tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil kesadaran hukum. 
(Thomas Aquina, 2002: 27). Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim meluruskan rasionalitas hukum dan 
keadilan modern yang hanya mengejar tujuan, dimana subyektifitas manusia dalam memberikan makna keadilan 
sebagai keadaan cair semakin membenarkan makna relatifitas (Lloyd, 1973 : 87-88) dalam memandang nilai-nilai 
keadilan.  
Putusan hakim harus dan wajib mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang mengalir dalam 
setiap relung kehidupan bangsa (Frans M Suseno.1997: 19) dan masyarakatnya. Hakim tidak berada diluar 
bangsanya (out group), tetapi hakim menjadi bagian integral bangsa dan masyarakatnya (in group). Pengadilan 
merupakan institusi yang menyatu dengan institusi masyarakatnya.  
Putusan hakim substansinya tidak semata-mata menerapkan undang-undang secara formal, substansinya harus 
rasional (demistifikasi), dengan mengikuti, menggali, memahami semua nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat (indeterminasi). Putusan hakim substansinya harus dan wajib merespons 
keseluruhan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dari hukum yang ada dan berlaku (hukum tertulis dan hukum tidak 
tertulis), karena substansi putusan hakim yang dibuat harus menjamin kepastian hukum yang adil.  Putusan hakim  
yang menjamin kepastian hukum yang adil, secara substansiil harus bersaing dengan nilai-nilai keadilan dan 
kebenaran  yang masih hidup dan berkembang di masyarakat.  
2. Hukum yang Benar dan Hukum yang Baik dalam Tindak Pidana Korupsi. 
Hukum modern (B. Arief Sidharta. 2009: 185) yang sangat mekanistis dimaksudkan sebagai teknis sosial yang 
harus tunduk pada skema-skema dan bagan alur untuk memenuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan. Peraturan 
perundang-undangan sebagai plasenta nilai-nilai, norma-norma dan kaidah yang menyalurkan asupan denyut nadi 
kebutuhan hidup masyarakat modern yang sangat rasional kapitalistik.     
Menurut Ritzer selalu menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam 
masyarakat. Konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan kelembagaan (F. Budi 
Hardiman. 2003: 160). 
Hukum (Karl Mannheim, 1993: 87-88) tentang tindak pidana korupsi secara struktural  adalah fungsional bagi 
negara dan masyarakat secara keseluruhan, oleh karenanya negara dan masyarakat harus patuh dan taat untuk 
melaksanakan semua substansi hukum tentang tindak pidana korupsi.  
Putusan hakim perkara korupsi (struktural) merupakan wujud (fungsi manifes) dari tegaknya negara hukum 
yang mempunyai tujuan mensejahterahkan dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Masyarakat modern yang sudah 
berubah menjadi sangat rasional dan kapitalis (perubahan sosial), yang sering bersengketa atau berselisih 
memperebutkan sumber-sumber kehidupan yang kapitalis rasional secara simbolis (konflik), seharusnya tidak 
menjadi determinasi (diabaikan) untuk menegasikan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hukum yang sebenarnya. 
Putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, akan menimbulkan 
pembangkangan dan penolakan dari rakyat yang selama ini belum nampak (laten). Kesejahteraan dan kecerdasan 
hidup rakyat sebagai sifat dari kehidupan yang layak dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, apabila tidak 
bisa terwujud dan tidak dijamin dari putusan hakim perkara korupsi, maka pembangkangan dan penolakan rakyat 
terhadap putusan hakim perkara korupsi (struktural) akan menjadi nyata (manifes). Pembangkangan dan penolakan 
rakyat terhadap putusan hakim perkara korupsi (struktural) apabila tidak dikendalikan mengakibatkan tidak 
berfungsinya (disfungsi kelembagaan negara-peradilan).  
Putusan hakim perkara korupsi substansinya sekedar memenuhi prosedur-prosedur teks undang-undang (tidak 
menekankan keteraturan). Konflik masyarakat yang timbul sebagai akibat dari putusan hakim perkara korupsi yang 
tidak menjamin kesejahteraan dan kecerdasan sebagai sifat dasar konstitusional kehidupan dan pekerjaan yang layak 
bagi kemanusiaan untuk rakyat, tidak menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam membuat putusan 
(mengabaikan konflik). Putusan hakim perkara korupsi yang hanya menjustifikasi rasionalitas kapitalisme sebagai 
simbol kesejahteraan dan kecerdasan hidup semu secara transaksional bagi rakyat, tidak dapat menjadi katalisator 
bagi landasan idiologi sendi-sendi kehidupan bangsa secara menyeluruh (mengabaikan perubahan). Putusan hakim 
perkara korupsi yang demikian menjadi justifikasi ketidakadilan (fungsi), tidak mampu menjaga tatanan negara 
hukum secara materiil (disfungsi kelembagaan), sehingga mendorong rendahnya kepercayaan masyarakat pada 
lembaga peradilan dan hukum (fungsi laten), yang pada saatnya akan terjadi perlawanan masyarakat untuk 
memperjuangkan kesejahteraan dan kecerdasan hidupnya menurut caranya sendiri (manifest). 
Makna pertukaran dari Homans, mestinya pilihan hakim dalam membuat putusannya untuk mentaati atau tidak 
mentaati substansi hukum positif, didasarkan pada rangsangan yang memberikan dukungan positip bagi mereka 
berupa cost, reward dan profit. Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil atau tidak menjamin 
kepastian hukum yang adil, dipertukarkan dengan pilihan-pilihan tindakan hakim yang mendukung rangsangan 
positif bagi dirinya sebagai Wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan. 
Rasionalitas kritis memaknai putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus 
dan wajib dipertukarkan dengan prinsip bahwa setiap putusan hakim merupakan hak konstitusional dan ideologis 
bagi masyarakat yang harus dikeluarkan negara dalam menegakkan negara hukum (cost).  Hakim yang membuat 
putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan wujud imbalan dari 
kewajiban negara untuk menjamin setiap masyarakat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan (reward). Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil merupakan 
keuntungan bagi setiap masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan hidupnya (profit).     
Rasionalitas positif memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib dipertukarkan dengan 
prinsip bahwa setiap putusan hakim merupakan kewajiban   hakim sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan 
kekuasaan kehakiman melalui peradilan (cost).  Hakim yang sudah menjalankan kewajibannya dengan membuat 
putusan hakim perkara korupsi, mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari negara (reward). Hakim 
yang aktif membuat putusan hakim perkara korupsi secara kuantitas merupakan keuntungan bagi setiap hakim untuk 
mendapatkan remunerasi (profit). 
 
V. SIMPULAN 
Putusan hakim perkara korupsi bermakna sebagai hukum yang baik apabila memenuhi rasa keadilan masyarakat, 
sedangkan putusan hakim perkara korupsi bermakna sebagai hukum yang benar apabila memenuhi kebenaran 
rasio. 
 
VI. SARAN 
Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil substansinya harus dan wajib 
mengandung spirit idiologis (moralitas) dan spirit kebenaran (konstitusionalitas). 
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